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ABSTRACT

This study was conducted to examine and analyze the effect of the government internal
control system and whistleblowing on fraud prevention, with individual morality as a
moderating variable. The study used an associative research approach. The data collection
technique used was questionnaire distribution. The sampling technique used a quota sampling
technique with 45 respondents. Path analysis using SEM PLS version 4 was used. Based on the
results, it was concluded that the government internal control system has a positive effect on
fraud prevention. This indicates that a better government internal control system will improve
fraud prevention among employees at the Social Services of North Sumatra Province. The
whistleblowing system has a positive effect on fraud prevention. This indicates that a better
whistleblowing system will increase fraud prevention among employees at the North Sumatra
Provincial Social Service. Individual morality moderates the effect of the government's internal
control system on fraud prevention. This means that a better government internal control system,
combined with individual morality, will increase fraud prevention among employees at the North
Sumatra Provincial Social Service. Individual morality moderates the effect of the whistleblowing
system on fraud prevention. This means that a better whistleblowing system, combined with
individual morality, will increase fraud prevention among employees at the North Sumatra
Provincial Social Service.

Keywords: Government internal control system, whistleblowing system, fraud prevention, and
individual morality.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menguji dan
menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan  Whistleblowing
Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi dengan
pendekatan penelitian assosiatif, dan teknik pengumpulan data dengan penyebaran
kuesioner, adapun teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel quota yaitu
sebanyak 45 responden dan menggunakan teknik analisis jalur menggunakan aplikasi SEM
PLS versi 4. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Sistem pengendalian
intern pemerintah berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud dengan arah pengaruh positif,
hal ini menunjukkan semakin baik Sistem pengendalian intern pemerintah maka akan
meningkatkan Pencegahan Fraud pada pegawai di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara,
Whistleblowing system berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud dengan arah pengaruuh
positif, hal ini menunjukkan semakin baik Whistleblowing system maka akan meningkatkan
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Pencegahan Fraud pada pegawai di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Moralitas Individu
memoderasi pengaruh Sistem pengendalian intern pemerintah terhadap Pencegahan Fraud,
artinya semakin baik Sistem pengendalian intern pemerintah dan ditambah dengan Moralitas
Individu maka akan meningkatkan Pencegahan Fraud pada pegawai di Dinas Sosial Provinsi
Sumatera Utara dan Moralitas Individu memoderasi pengaruh Whistleblowing system
terhadap Pencegahan Fraud, artinya semakin baik Whistleblowing system dan ditambah
dengan Moralitas Individu maka akan meningkatkan Pencegahan Fraud pada pegawai di
Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Sistem pengendalian intern pemerintah, Whistleblowing system, Pencegahan
Fraud dan Moralitas Individu

PENDAHULUAN

Pencegahan fraud merupakan suatu antisipasi dalam mencegah tindakan
ilegal yang dilakukan oleh satu atau lebih orang, baik dengan sengaja maupun tidak,
dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui berbagai cara, seperti mendapatkan
uang, aset, dan lain sebagainya, yang dapat merugikan banyak pihak (Santoso &
Pambelum, 2008) . Menurut Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor
1 Tahun 2017, fraud merupakan tindakan yang mengandung niat atau unsur
kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal, termasuk penipuan,
manipulasi, penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan. Manfaaat pencegahan
fraud menurut (Izzati & Firmansyah, 2023) menyebutkan ada tiga yaitu Mencegah
Kerugian Besar: Meskipun tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian besar
jarang mengancam kelangsungan hidup perusahaan, risiko kecurangan tetap
signifikan. Dengan menerapkan strategi pencegahan kecurangan, perusahaan dapat
mencegah kecurangan menjadi masalah yang meluas dan menghasilkan kerugian
yang besar di masa depan, kemudian memberikan wawasan: Implementasi strategi
anti penipuan membuka kesempatan bagi perusahaan untuk memahami kerentanan
internal. Informasi ini bermanfaat untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
organisasi, memiliki wawasan ini memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki
program manajemen penipuan mereka dengan lebih efektif selanjutnua
meningkatkan kepercayaan ffektivitas strategi pencegahan kecurangan dapat
meningkatkan kepercayaan dalam organisasi. Ini memberikan perusahaan otoritas
yang lebih besar atas masa depan mereka, membuat mereka lebih menarik bagi
investor, mitra bisnis, dan peluang lainnya (Marpaung et al., 2023).

Dalam upaya melakukan pencegahan fraud, terdapat beberapa indikator yang
dapat membantu dalam meminimalkan tindak kecurangan, seperti kesadaran,
manajemen diri, transparan, akuntabel, demokratis, tertib administrasi dan saling
percaya (Fathia & Indriani, 2022), selain itu indikator dalam pencegahan fraud yaitu
struktur pengendalian intern yang baik, aktivitas pengendalian, kultur organisasi.
Dan fungsi pengawasan internal (Biduri et al., 2022). Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) rutin setiap tahun melakukan survey penilaian integritas kepada seluruh
daerah di Indonesia yang bertujuan untuk memetakan celah korupsi yang terjadi di
kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/PD), meningkatkan integritas
dan kualitas layanan publik, Menekan risiko korupsi dan memantau upaya
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pencegahan korupsi (KPK RI, 2022), survey ini dilakukan dengan mengambil
responden dari PNS dan Non PNS di Lingkungan pemerintahan untuk mengisi
kuesioner yang telah ditetapkan oleh KPK.

Berdasarkan hasil survei penilaian integritas pencegahan korupsi pada
Provinsi Sumatera Utara selama tiga tahun terakhir, diketahui bahwa indeks
pencegahan korupsi masih berada pada kategori rentan. Pada tahun 2021 indeks
tercatat sebesar 69,8, meningkat menjadi 72,4 pada tahun 2022, namun kembali
menurun menjadi 70,1 pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat
integritas dan efektivitas pencegahan korupsi di Sumatera Utara masih memerlukan
perhatian serius. Kondisi tersebut menandakan bahwa upaya pencegahan korupsi
belum optimal dan masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan serta
penerapan nilai integritas di lingkungan instansi pemerintah daerah. Fenomena
serupa juga terlihat di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, di mana beberapa kasus
kecurangan terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024 terjadi
dugaan kecurangan tender proyek pemeliharaan gedung senilai Rp 942 juta yang
diduga telah diatur untuk pihak tertentu, menunjukkan lemahnya pengawasan dan
ketidaktertiban administrasi. Selain itu, pada tahun 2022 juga terungkap kasus
korupsi dana makan dan minum untuk Warga Binaan Sosial (WBS) yang melibatkan
pegawai Dinas Sosial dengan kerugian negara mencapai Rp 875 juta lebih. Kedua
kasus tersebut mencerminkan lemahnya pengendalian internal dan tidak
berfungsinya mekanisme whistleblowing, di mana pegawai yang mengetahui
pelanggaran enggan melapor kepada pihak berwenang.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang menganalisis
faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan fraud di instansi pemerintah,
khususnya di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Beberapa faktor penting yang
memengaruhi pencegahan fraud antara lain sistem pengendalian intern pemerintah,
whistleblowing system, dan moralitas individu. Sistem pengendalian intern yang baik
dapat meningkatkan efisiensi, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan
terhadap peraturan (Azhar Susanto, 2014). Whistleblowing system berperan sebagai
sarana pengungkapan pelanggaran untuk mencegah dan mendeteksi tindakan curang
(Sujana et al, 2020). Sementara itu, moralitas individu berperan penting dalam
membentuk perilaku etis pegawai, di mana semakin tinggi moralitas seseorang maka
semakin kecil kecenderungannya untuk melakukan kecurangan (Udayani et al,
2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua
atau lebih variabel. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada
pengujian hipotesis mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas
Individu sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan berupa data primer yang
diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert 1-5 kepada responden
yang terlibat langsung dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal di
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lingkungan pemerintahan. Adapun objek penelitian ini adalah pegawai di Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Utara, yang dipilih karena instansi tersebut memiliki peran
strategis dalam pengelolaan dana dan pelayanan publik sehingga berpotensi
menghadapi risiko kecurangan apabila sistem pengendalian dan mekanisme
pelaporan tidak berjalan efektif. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan untuk
menganalisis sejauh mana efektivitas SPIP dan Whistleblowing System dapat
mencegah terjadinya fraud, serta bagaimana Moralitas Individu memperkuat atau
memperlemah hubungan antara kedua variabel tersebut terhadap upaya pencegahan
kecurangan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Deskripsi Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan 45 responden yang merupakan
pegawai di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, karakteristik responden dapat
dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden berjenis
kelamin laki-laki sebanyak 38 orang (84,4%), sedangkan responden perempuan
sebanyak 7 orang (15,6%). Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar
responden memiliki pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 38 orang (84,4%), diikuti oleh
Magister (S2) sebanyak 4 orang (8,8%), dan SMA/SMK sebanyak 3 orang (6,6%). Jika
dilihat dari lama bekerja, mayoritas responden telah bekerja selama 1-5 tahun yaitu
sebanyak 28 orang (62,2%), kemudian yang telah bekerja selama lebih dari 5 tahun
sebanyak 14 orang (31,1%), dan yang bekerja kurang dari 1 tahun sebanyak 3 orang
(8,8%). Berdasarkan bidang pendidikan, responden dengan latar belakang
Manajemen mendominasi sebanyak 25 orang (55,5%), diikuti oleh Hukum sebanyak
12 orang (26,6%), bidang lainnya sebanyak 6 orang (24%), dan Akuntansi sebanyak
2 orang (4,4%). Sementara itu, berdasarkan lama bekerja di pemerintahan, mayoritas
responden telah bekerja selama 2-5 tahun sebanyak 31 orang (68,8%), diikuti oleh
responden yang bekerja lebih dari 5 tahun sebanyak 10 orang (20,8%), dan yang
bekerja kurang dari 2 tahun sebanyak 4 orang (8,8%). Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa penelitian ini didominasi oleh pegawai laki-laki dengan latar
belakang pendidikan Sarjana (S1), mayoritas memiliki bidang keilmuan manajemen,
dan telah memiliki pengalaman kerja yang cukup lama baik di lingkungan Dinas Sosial
maupun di pemerintahan, sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban yang
relevan dan representatif terhadap penelitian ini.

Hasil Analisis PLS -SEM

Penelitian ini dianalisis menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4.0 dengan
dua tahapan utama. Tahap pertama adalah outer model (model pengukuran) yang
bertujuan mengevaluasi validitas dan reliabilitas indikator, sedangkan tahap kedua
adalah inner model (model struktural) yang digunakan untuk menguji keterkaitan
antar variabel laten dalam model penelitian.
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Hasil Pengujian Outer Model (Model Pengukuran)

Hasil pengujian Outer Model (Model Pengukuran) bertujuan untuk menilai
validitas dan reliabilitas indikator dalam mengukur konstruk penelitian. Pengujian ini
mencakup convergent validity untuk memastikan korelasi kuat antar indikator
melalui nilai loading factor (> 0,7) dan AVE (> 0,5), discriminant validity untuk
membedakan antar konstruk, serta uji reliabilitas melalui composite reliability dan
Cronbach’s alpha (> 0,7). Dengan demikian, outer model memastikan bahwa
instrumen penelitian layak digunakan sebelum dilakukan analisis struktural pada
inner model. Berikut ini disajikan hasil dari uji model pengukuran (Outer Model) yang
diperoleh melalui analisis menggunakan software SmartPLS dalam penelitian ini:

Convergent Validity

Convergent validity digunakan untuk mengukur sejauh mana indikator-
indikator dalam satu konstruk saling berkorelasi dan mampu merepresentasikan
variabel laten yang diukur. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai loading factor,
average variance extracted (AVE), dan composite reliability. Suatu indikator
dinyatakan valid jika memiliki nilai loading factor lebih dari 0,7 dan AVE di atas 0,5,
yang berarti indikator tersebut mampu menjelaskan variabel laten dengan baik. Hasil
loading factor pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 1. Hasil Uji Loading Factor
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Gambar tersebut menunjukkan hasil analisis Partial Least Square Structural
Equation Modeling (PLS-SEM) yang menggambarkan hubungan antara variabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Whistleblowing, Moralitas Individu,
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dan Pencegahan Fraud. Nilai loading factor seluruh indikator berada di atas 0,7, yang
menandakan bahwa instrumen penelitian valid dan mampu merefleksikan
konstruknya dengan baik. Berdasarkan hasil analisis jalur, SPIP berpengaruh positif
terhadap pencegahan fraud dengan koefisien sebesar 0,278, sedangkan
whistleblowing memiliki pengaruh positif yang lebih kuat sebesar 0,330. Selain itu,
moralitas individu berperan sebagai variabel moderasi, di mana interaksi antara
moralitas individu dan SPIP (0,272) memperkuat pengaruh SPIP terhadap
pencegahan fraud, sedangkan efek moderasi moralitas individu terhadap hubungan
whistleblowing dan pencegahan fraud relatif lemah (0,042). Nilai R-square sebesar
0,947 menunjukkan bahwa 94,7% variasi pencegahan fraud dapat dijelaskan oleh
ketiga variabel tersebut beserta efek moderasinya, yang berarti model ini memiliki
daya jelaskan yang sangat kuat terhadap fenomena pencegahan fraud di Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, pengujian Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE > 0,5
menunjukan tingkat convergent validity yang baik. Nilai AVE pada penelitian ini dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Average Variance Extracted (AVE)

Average

Variance

Extracted (AVE)
Moralitas Individu 0,684
Pencegahan Fraud 0,693
SPIP 0,774
Whistleblowing 0,797

Berdasarkan hasil Average Variance Extracted (AVE) pada tabel di atas,
seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai AVE di atas 0,5, yang
menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki validitas konvergen yang
baik karena mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya. Nilai AVE
tertinggi terdapat pada variabel Whistleblowing sebesar 0,797, diikuti oleh SPIP
sebesar 0,774, Pencegahan Fraud sebesar 0,693, dan Moralitas Individu sebesar
0,684. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan pada keempat
variabel tersebut secara konsisten mampu merepresentasikan konstruknya dengan
baik, sehingga model pengukuran dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel dan
valid untuk digunakan pada tahap analisis struktural berikutnya.

Composite Reliability

Uji Composite Reliability dilakukan untuk menilai konsistensi internal dari
setiap konstruk dalam model. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel
memiliki nilai Composite Reliability di atas 0,70, yang berarti setiap konstruk
dinyatakan reliabel. Dengan demikian, indikator-indikator pada masing-masing
variabel mampu secara konsisten mengukur konsep yang sama, sehingga model
memiliki tingkat keandalan yang baik untuk dianalisis lebih lanjut.
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Tabel 2. Hasil Composite Reliability

Variabel Croanbach Alpha Composite Reability
Moralitas Individu 0,930 0,944
Pencegahan Fraud 0,965 0,969
SPIP 0,967 0,971
Whistleblowing 0,949 0,959

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji Composite Reliability menunjukkan bahwa
seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability
di atas 0,7, yang berarti seluruh konstruk memiliki konsistensi internal yang sangat
baik. Nilai Cronbach’s Alpha tertinggi terdapat pada variabel SPIP (0,967) dan nilai
Composite Reliability tertinggi juga terdapat pada SPIP (0,971), yang menunjukkan
bahwa indikator-indikator pada variabel tersebut sangat reliabel dalam mengukur
konstruknya. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini mampu menghasilkan data yang konsisten dan dapat
dipercaya untuk menggambarkan masing-masing variabel, yaitu moralitas individu,
pencegahan fraud, SPIP, dan whistleblowing.

Hasil Pengujian Inner Model (Model Struktural)

Hasil pengujian inner model atau model struktural bertujuan untuk menilai
hubungan antar variabel laten serta mengukur kekuatan dan arah pengaruh di antara
variabel-variabel dalam model penelitian. Pengujian ini dilakukan setelah model
pengukuran (outer model) dinyatakan valid dan reliabel. Evaluasi inner model
meliputi nilai R-Square (R?) untuk melihat seberapa besar variabel independen
menjelaskan variabel dependen. Selain itu, pengujian hipotesis dilakukan melalui
metode bootstrapping dengan melihat nilai t-statistic dan p-value; hipotesis
dinyatakan signifikan apabila t-statistic = 1,96 dan p-value < 0,05. Hasil dari tahap ini
memberikan gambaran mengenai besarnya pengaruh langsung maupun tidak
langsung antar variabel penelitian.

Tabel 3. Hasil R-Square

R Square Kategori
Variabel R Square Adjusted
Pencegahan Fraud 0,947 0,940 Kuat

Berdasarkan Tabel 3, nilai R-Square untuk variabel pencegahan fraud sebesar
0,947 dengan nilai R-Square Adjusted sebesar 0,940, yang termasuk dalam kategori
kuat. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam model penelitian
mampu menjelaskan 94,7% variasi yang terjadi pada variabel pencegahan fraud,
sedangkan sisanya sebesar 5,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai yang
tinggi ini mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediktif
yang sangat baik, sehingga variabel-variabel seperti moralitas individu, SPIP, dan
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whistleblowing secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap upaya pencegahan fraud.

Selanjutnya melihat dari nilai F-Square, pengukuran F-Square digunakan
untuk menilai besarnya efek relatif suatu variabel eksogen terhadap variabel
endogen, dengan kriteria 0,02 menunjukkan efek kecil, 0,15 efek sedang, dan 0,35
efek besar (Juliandi, 2018). Nilai F-Square pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel
di bawah:

Tabel 4. Hasil F-Square

Pencegahan Fraud
Moralitas Individu 0,233
SPIP 0,430
Whistleblowing 0,432

Berdasarkan Tabel 4, hasil F-Square menunjukkan bahwa variabel
Whistleblowing memiliki nilai tertinggi yaitu 0,432, diikuti oleh SPIP sebesar 0,430,
dan Moralitas Individu sebesar 0,233 terhadap variabel Pencegahan Fraud. Nilai F-
Square yang berada di atas 0,02 menandakan adanya pengaruh yang signifikan dari
masing-masing variabel terhadap konstruk dependen. Secara interpretatif, nilai
antara 0,15-0,35 dikategorikan sebagai pengaruh sedang, sedangkan di atas 0,35
menunjukkan pengaruh kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
Whistleblowing dan SPIP memiliki pengaruh kuat terhadap Pencegahan Fraud,
sedangkan Moralitas Individu memberikan pengaruh sedang namun tetap signifikan.
Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan fraud di Dinas Sosial Provinsi
Sumatera Utara lebih efektif ketika didukung oleh sistem pengendalian intern dan
mekanisme whistleblowing yang baik, serta diperkuat oleh moralitas individu
pegawai yang tinggi.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat
lunak SmartPLS versi 4.0 menggunakan metode bootstrapping. Proses analisis ini
berfokus pada interpretasi nilai t-statistik dan p-value sebagai dasar pengambilan
keputusan. Suatu variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen apabila nilai t-statistik > 1,99 dan p-value < 0,05 (Dahrani et al.,
2022). Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini disajikan sebagai
berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Pengaruh Langusng

Original Sample SDt:;::il;i T Statistics P
Sample (0O) | Mean (M) (STDEV) (|JO/STDEV]) | Values
SPIP -> Pencegahan 0,278 0,285 0,149 3,866 | 0,000
Fraud
Whistleblowing -> 0,230 0,329 0,192 3,720 | 0,000
Pencegahan Fraud
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Berdasarkan hasil uji pengaruh langsung pada Tabel 5, diperoleh bahwa
variabel SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud, yang
ditunjukkan oleh nilai t-statistic sebesar 3,866 (> 1,99) dan p-value sebesar 0,000 (<
0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP), maka semakin tinggi pula efektivitas upaya pencegahan
fraud dalam organisasi. Dengan kata lain, penerapan SPIP yang kuat melalui
pengawasan, pengendalian risiko, serta peningkatan kepatuhan prosedural dapat
memperkecil peluang terjadinya kecurangan.

Selanjutnya, variabel Whistleblowing juga memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap Pencegahan Fraud, dengan nilai t-statistic sebesar 3,720 (> 1,99)
dan p-value 0,000 (< 0,05). Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin efektif sistem
pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang diterapkan, maka semakin
besar pula kemampuan organisasi dalam mendeteksi dan mencegah praktik
kecurangan sejak dini. Dengan demikian, budaya transparansi dan keberanian
melapor yang difasilitasi oleh sistem whistleblowing terbukti berkontribusi
signifikan terhadap peningkatan integritas dan pencegahan fraud di lingkungan
organisasi.

Tabel 6. Hasil Uji Moderasi

(s)::ﬁ:ll:l Sample sDt:‘:lig;:i T Statistics P

(0) Mean (M) (STDEV) (|O/STDEV]|) | Values
Moderating Effect 1 -> 0,242 0,029 0,187 2,024 | 0,008
Pencegahan Fraud
Moderating Effect 2 -> 0,237 0,046 0,192 2,192 | 0,005
Pencegahan Fraud

Berdasarkan hasil uji moderasi pada Tabel 6, diketahui bahwa Moderating
Effect 1 berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan terhadap Pencegahan
Fraud, dengan nilai t-statistic sebesar 2,024 (> 1,99) dan p-value sebesar 0,008 (<
0,05). Nilai ini menunjukkan bahwa efek moderasi bersifat signifikan, artinya
keberadaan variabel moderasi memperkuat hubungan antara variabel independen
dan Pencegahan Fraud. Dengan demikian, faktor moderasi pertama mampu
meningkatkan efektivitas pengaruh variabel utama dalam mendorong terciptanya
sistem pencegahan fraud yang lebih optimal melalui mekanisme pengawasan dan
pengendalian yang lebih adaptif terhadap kondisi organisasi.

Selanjutnya, Moderating Effect 2 juga menunjukkan hasil yang signifikan
dengan nilai t-statistic sebesar 2,192 (> 1,99) dan p-value 0,005 (< 0,05). Temuan ini
menandakan bahwa variabel moderasi kedua turut memperkuat hubungan antara
variabel independen dan Pencegahan Fraud. Dengan adanya efek moderasi ini,
hubungan yang semula positif menjadi lebih kuat, sehingga peningkatan variabel
independen akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap upaya pencegahan
fraud. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan faktor moderasi, baik dalam
bentuk kebijakan, sistem pengawasan, maupun budaya organisasi, mampu
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memperkuat sinergi antar variabel dalam menciptakan lingkungan kerja yang
berintegritas dan bebas dari praktik kecurangan.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Moralitas Individu, Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Whistleblowing terhadap Pencegahan
Fraud, dengan variabel moderasi yang berperan dalam memperkuat hubungan
antarvariabel tersebut. Pembahasan penelitian ini disusun berdasarkan hasil
pengolahan data empiris yang diperoleh dari responden, kemudian dikaitkan dengan
teori-teori yang relevan, pandangan para ahli, serta hasil penelitian terdahulu yang
telah dibahas sebelumnya. Melalui analisis ini, diperoleh gambaran mengenai sejauh
mana moralitas individu, efektivitas sistem pengendalian intern, dan penerapan
whistleblowing berkontribusi terhadap upaya pencegahan kecurangan di lingkungan
organisasi sektor publik. Adapun hasil temuan penelitian diuraikan dan dibahas
secara rinci dalam bagian berikut ini.

Pengaruh Sistem pengendalian intern pemerintah terhadap Pencegahan Fraud

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud,
dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,278 dan t-statistic sebesar 3,866 > 1,67, serta
nilai p-value sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik
penerapan SPIP dalam suatu instansi, maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan
terhadap potensi kecurangan. Berdasarkan tanggapan responden, variabel SPIP yang
diukur melalui indikator standar operasional, pengelolaan anggaran, dan
pertanggungjawaban memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,25 yang termasuk
kategori sangat baik. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar responden
menilai pelaksanaan SPIP telah berjalan efektif, terutama pada aspek penetapan
aturan dan standar etika oleh pimpinan. Meski demikian, nilai outer loading terendah
sebesar 0,666 menunjukkan bahwa aspek penegakan etika pegawai masih perlu
diperkuat agar implementasi SPIP dapat berjalan lebih optimal.

Secara konseptual, SPIP merupakan suatu proses integral dalam kegiatan
organisasi yang bertujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya
efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam
konteks pencegahan fraud, sistem pengendalian yang efektif dapat mempersempit
ruang terjadinya penyimpangan, manipulasi data, maupun penyalahgunaan
wewenang. SPIP yang berjalan baik ditandai dengan adanya pembagian tugas yang
jelas, penilaian risiko yang sistematis, mekanisme pengawasan yang transparan, dan
komunikasi yang terbuka antara seluruh elemen organisasi. Oleh karena itu,
penerapan SPIP secara menyeluruh dapat meningkatkan akuntabilitas serta
mengurangi potensi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan
kegiatan operasional pemerintah.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Merawati & Mahaputra (2021), Utami & Sarwono (2019), Islamiyah et

168 | Volume 8 Nomor 1 2026


http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1551452039&&&2019
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1552874658&1&&
https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/alkharaj/10286

Al-Kyardj: Jurval Gkovon, Kenatgn & Biswis Syarial

Vol 8 No 1 (2026) 159 - 174 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467 /alkharaj.v8i1.10286

al. (2020), Azizah & Erinos (2022), dan Noya et al. (2023), yang menyatakan bahwa
semakin baik sistem pengendalian intern yang diterapkan suatu instansi, maka
semakin rendah pula tingkat kecurangan yang terjadi. SPIP berperan penting dalam
menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, dengan
memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan serta dapat diawasi secara
efektif. Dengan demikian, penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan
instansi pemerintah, termasuk pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara,
merupakan langkah strategis dalam meningkatkan transparansi, kepercayaan publik,
dan pencegahan fraud secara berkelanjutan.

Pengaruh Whistleblowing system terhadap Pencegahan Fraud

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Whistleblowing System memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud, dengan nilai koefisien
jalur sebesar 0,230, t-statistic sebesar 3,720 > 1,67, dan p-value sebesar 0,000 < 0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas sistem whistleblowing akan
diikuti oleh peningkatan kemampuan organisasi dalam mencegah kecurangan.
Berdasarkan hasil tanggapan responden, variabel whistleblowing yang diukur
melalui tiga indikator memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,37 yang termasuk dalam
kategori sangat baik. Skor tertinggi terdapat pada item “Kesediaan untuk melaporkan
pelanggaran karena perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor” dengan
60% responden menjawab sangat baik. Nilai outer loading tertinggi sebesar 0,942
menunjukkan bahwa jaminan kerahasiaan pelapor menjadi faktor utama yang
mempengaruhi efektivitas whistleblowing, sementara outer loading terendah
sebesar 0,873 mengindikasikan perlunya peningkatan pada aspek evaluasi dan
perbaikan sistem secara berkelanjutan.

Dalam konteks pengawasan internal, Whistleblowing System (WBS)
berfungsi sebagai mekanisme penting yang memungkinkan pegawai maupun pihak
eksternal melaporkan pelanggaran, penyimpangan, atau tindakan kecurangan secara
aman dan anonim. Sistem ini disusun untuk mempersempit ruang gerak pelaku
kecurangan sekaligus menciptakan rasa pengawasan moral di lingkungan kerja.
Adanya saluran komunikasi khusus seperti hotline, email, atau portal pelaporan
menjadi sarana yang efektif dalam mendeteksi dini potensi pelanggaran. Ketika
sistem ini berjalan dengan baik, oknum pegawai akan merasa selalu berada dalam
pengawasan, sehingga peluang untuk melakukan tindakan curang dapat
diminimalkan. Selain itu, pelaporan yang cepat melalui WBS juga memungkinkan
organisasi mengambil langkah investigasi dan tindakan korektif sebelum kerugian
yang lebih besar terjadi.

Efektivitas whistleblowing system sangat bergantung pada komitmen
pimpinan dan kebijakan perlindungan terhadap pelapor agar tercipta rasa aman dan
kepercayaan. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi fraud, tetapi juga
membangun budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan
organisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Biduri et al. (2023), Mahdi &
Darwis (2020), Islamiyah et al. (2020), Sujana et al. (2020), Zulfa & Rakhmawati
(2023), Haryanto & Ardillah (2021), Amin et al. (2024), dan Harahap et al. (2022)
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yang menyimpulkan bahwa penerapan whistleblowing system berpengaruh
signifikan terhadap pencegahan fraud. Dengan demikian, penerapan WBS yang
independen, rahasia, serta didukung kebijakan tindak lanjut yang jelas menjadi faktor
kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan kredibel di instansi
pemerintah.

Pengaruh Sistem pengendalian intern pemerintah terhadap Pencegahan Fraud
yang dimoderasi Moralitas Individu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Moralitas Individu mampu
memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap
Pencegahan Fraud. Hal ini dibuktikan melalui nilai T Statistic sebesar 2,024 yang lebih
besar dari t table (1,67) dan nilai P Values sebesar 0,008 yang lebih kecil dari 0,05.
Artinya, moralitas individu memperkuat hubungan antara efektivitas penerapan SPIP
dan keberhasilan pencegahan fraud di lingkungan instansi pemerintah. Berdasarkan
hasil tanggapan responden, rata-rata skor variabel Pencegahan Fraud sebesar 4,12
termasuk dalam kategori baik, dengan indikator tertinggi menunjukkan bahwa
praktik-praktik demokratis dalam pengelolaan dana telah diterapkan secara optimal.
Responden juga menilai bahwa transparansi laporan keuangan publik menjadi faktor
paling menonjol dalam mencegah kecurangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berfungsi sebagai seperangkat
kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset pemerintah,
memastikan keandalan informasi keuangan, serta menjamin kepatuhan terhadap
peraturan yang berlaku. Meskipun SPIP menyediakan mekanisme formal dalam
mendeteksi dan mencegah kecurangan, efektivitasnya sangat bergantung pada
moralitas individu aparatur yang melaksanakannya. Moralitas yang tinggi
mendorong pegawai untuk patuh terhadap kebijakan dan menjauhi praktik
penyimpangan, sementara moralitas yang rendah justru dapat melemahkan sistem
pengendalian yang sudah dibangun. Dengan demikian, sistem pengendalian yang baik
tanpa dukungan moralitas individu berpotensi hanya menjadi prosedur administratif
tanpa substansi etis.

Oleh karena itu, upaya pencegahan fraud tidak cukup hanya mengandalkan
penerapan SPIP secara teknis, tetapi juga harus diiringi dengan pembentukan
karakter dan integritas pegawai. Peningkatan moralitas individu dapat dilakukan
melalui pelatihan etika, penguatan budaya organisasi yang berintegritas, serta
keteladanan pimpinan yang menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Sinergi
antara sistem pengendalian yang kuat dan moralitas individu yang tinggi akan
menciptakan lingkungan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari
kecurangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Islamiyah et al. (2020) yang
menyatakan bahwa moralitas individu berperan signifikan dalam memperkuat
pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pencegahan fraud, sehingga secara
keseluruhan berdampak positif terhadap integritas organisasi sektor publik.
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Pengaruh Whistleblowing system terhadap Pencegahan Fraud yang dimoderasi
Moralitas Individu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Moralitas Individu berperan sebagai
variabel moderasi yang memperkuat pengaruh Whistleblowing System terhadap
Pencegahan Fraud. Hal ini dibuktikan dengan nilai T Statistic sebesar 2,192 yang lebih
besar dari t table (1,67) dan P Values sebesar 0,005 yang lebih kecil dari 0,05.
Berdasarkan hasil tanggapan responden, variabel Moralitas Individu memiliki rata-
rata penilaian sebesar 4,26 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Indikator
dengan skor tertinggi menunjukkan bahwa responden telah mengikuti prosedur yang
ditetapkan dalam menyelesaikan tugas, mencerminkan tingkat kepatuhan dan
kesadaran moral yang tinggi. Sementara itu, sebagian besar responden memberikan
penilaian “sangat baik” sebesar 54%, yang menandakan bahwa penerapan nilai-nilai
moral di lingkungan kerja sudah berjalan optimal.

Whistleblowing System (WBS) berfungsi sebagai mekanisme pelaporan
kecurangan yang memberikan ruang bagi pegawai untuk menyampaikan dugaan
pelanggaran secara aman, baik secara terbuka maupun anonim. Sistem ini menjadi
alat penting dalam upaya pencegahan fraud karena menciptakan transparansi dan
memperluas pengawasan di lingkungan instansi. Namun, efektivitas sistem tersebut
tidak hanya bergantung pada keberadaannya, tetapi juga pada tingkat moralitas
individu yang menggunakan sistem itu. Moralitas individu yang tinggi mendorong
pegawai untuk menggunakan WBS secara bertanggung jawab demi menjaga
integritas organisasi, sedangkan moralitas yang rendah dapat menghambat
keberanian untuk melapor atau bahkan menyebabkan penyalahgunaan sistem.
Dengan demikian, moralitas berfungsi sebagai penguat yang menentukan apakah
whistleblowing akan benar-benar berperan dalam pencegahan kecurangan atau
tidak.

Untuk meningkatkan efektivitas Whistleblowing System dalam mencegah
fraud, organisasi perlu menanamkan nilai-nilai etika dan moral kepada seluruh
pegawai melalui pelatihan integritas, pembinaan karakter, serta keteladanan
pimpinan. Lingkungan kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan
perlindungan terhadap pelapor akan memperkuat moralitas individu serta
menciptakan budaya organisasi yang bersih dan transparan. Sinergi antara sistem
pelaporan yang baik dan moralitas pegawai yang tinggi menjadi fondasi penting
dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Temuan ini sejalan
dengan penelitian Merawati & Mahaputra (2021) dan Kuswandi (2020) yang
menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat penalaran moral individu, semakin rendah
kecenderungan seseorang melakukan kecurangan. Sebaliknya, rendahnya kualitas
moral individu berpotensi meningkatkan risiko tindakan fraud yang merugikan
organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Pencegahan
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Fraud, yang berarti semakin baik penerapan sistem pengendalian internal maka
semakin tinggi pula kemampuan instansi dalam mencegah terjadinya kecurangan
pada pegawai di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, Whistleblowing
System juga terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, menunjukkan
bahwa sistem pelaporan yang transparan dan efektif mampu mempersempit ruang
bagi praktik kecurangan. Selain itu, Moralitas Individu terbukti memoderasi
hubungan antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pencegahan Fraud,
yang menunjukkan bahwa moralitas pegawai yang tinggi dapat memperkuat
efektivitas sistem pengendalian dalam mencegah tindakan curang. Demikian pula,
Moralitas Individu juga memoderasi pengaruh Whistleblowing System terhadap
Pencegahan Fraud, artinya semakin tinggi tingkat moralitas individu dan semakin
baik pelaksanaan sistem whistleblowing, maka upaya pencegahan kecurangan di
lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara akan semakin optimal.
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